MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONZSIA:
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PZLAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presid=n l‘fIémor 9¢
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdsyaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaar Feraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentanz Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga:

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

b

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2078 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negarz Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahsn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2C15 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

4.  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C17 tentang

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraen Keluarga

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017



Nomeor 226):

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESICEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERLCAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengzn:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yzng disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mer=iliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarazat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui ca= dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Kecamatan atau yang disebut dengan dengar nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupater /kota yang
dipimpin oleh camat.

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Xecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan  perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yvang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah
gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh
dari, oleh, dan untuk masyarekat, menuju rerwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan

Yang Maha FEsa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,



10.

sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesstaraan dan
keadilan gender, serta kesadaran hizkum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masysraxat yang
terdiri atas suami istri, suami istri dan anzknya, ayah
dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga vang
selanjutnya disingkat PKK acalah salah sztu lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan
kesejahteraan keluarga yang berada di tirgkat rukun
v&arga dan rukun tetangga atau sebutar lain yang
mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP ZKK adalah
mitra  kerja pemerintah dan organisasi,/lembaga
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak  pada  masing-masing jenjeng  untuk
terlaksananya program PKK.

Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahterdan Keluarga yang selanjutnva disingkat
SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah date program dan
kelembagaan Gerakan PKK.

Menteri adalah menteri yang mernyelenggaraxan urusan

pernsrintahan dalam negeri.



BAB II
PENYELENGGARA GERAKAN PKK

Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional.

(2) Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK
secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah
yvang membidangi pemberdayaaﬁ dan pemerintahan Desa
melaksanakan dan mengoordinasikan Geraxan PKK di
wilayahniya.

(4) Camat melalui kepala seksi yang membidangi

‘ pembanguinan melaksanakan dan "mengoordinasikan
Gerakan PKK di Kecamatan. |

(5) Kepala Desa melalui kepala urusan pefnbangunan
mclaksanak&n dan mengoordinasikan Geraicar PKK di
Desa ' -

(6) Luran melalui kepala urusan pernbangunén
melaksanakan dan mengoordinasikan Gerazar. PKK di

Kelurahan. ‘

BAB I
PE‘MI:’EN TUKAN TIM PE‘\TG(JERAEx PEMBERDAYAAN DA'\I
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 3

{1) Mentml dalam menyelengudmkan Gerakan PKK secara
namcnal membentuk TP PKK pusat.

(2} Gubernur dalam menvelenggarakan Gerakan PKK
meﬂoentuk TP PKK prov1n5,1 ‘

3) Bupatl /wali kota dalam menyc‘bngz,gardkan Gerakan PKK
membentuk TP PKK kabu paten/kota.

(4} Camat dalam  menyelenggarakan  Gerakan  PKK
membentuk TP PKK chamd tan.

(5) hf’pala Desa dalam men} Plenggarﬂkan Gerakan PKK

me mbe*ﬂ uk TD PKXX Deza.



(1)

Lurah - da!arr* | mehye?eﬁgg'aI'akan Gerskan  PKK
membemuk TP PKK Ktlurahan ’ '

Pasal 4

TP PKK pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) terdiri atas:

ED

b.

C.

h.

j.

ketua umum dijabat isteri/suami Mentesi Dalam
Negeri;

sekretaris umum;

ketua I bidang pembinaan karakter Keluzrga;

ketua II bidang pendidikan daz peningkatan
ekonomi Keluarga;

ketua 111 bidang pengﬁatan ke'taﬁénan Keluarga,
ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan linﬁku.nganf
sekretaris 1, sekretaris 11, sekretaris I11, sekretaris IV;
bendahara I dan bendahara II;

kelompck kerja I, Kelompck kerja II, »{enomz)ok kerja
IIl, dan kelompok kerja IV,
staf ahli

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf g

tediri atas:

sekrc‘:taris I ﬁlengdordinaSikarl ketatausanazn;
sekretaris JI mengoordinasikaﬂ pengeloiaaniprogram'
csekrc caris I mengoermasn{an kehumasan dan
lierldqama antar lcmbaoa dan

sekretaris IV meng,OUrdm sigkan ruriah  tangga,
pemeliharaan gedung, inventaris barang dan

bckx etariat.

Iﬂelompol«’ kerja sebagaimena dlmaksud p._:ia ajat {1)

huruf i terdiri atas:

a.

kelompok kerja I sebagai pengelbla program

i) }pe’nghayétan dan ﬁéngamaian Pancasilé, dan
’2) gbtong rd;srorxg.

keiomook keria II sebagai pengelola prog=ar:.

1) pendidikan dan keterampilan; dan

2}  pengembangan kehidupan berkoperasi.

- kelompok kerja Tl sebagai perigelola program:



(2)

1y pangan, |

2) ‘_sa&ndang; dan

3) ""ﬁ'erumahan dan tata laksana rumar tanggga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:

1) kesehatan;

2} kelestarian lingkungan hidup; dan

3)‘ perencanaan schat. |
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud peda ayat (3)
terdiri atas:

ketua;

o P

wakil ketua,;
c sekretaris; dan

d. anggota.

Sustnan kepengurusan TP PKK ";Susat sebagaimana
dima_ksud-dalam Pasal 4 ditetapkan dengar kepulusan
Me:ntg:ri. | ’ -
Kél:;u-tusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling sedikit memuat rincian tugas dan fungs: TP PKK

pusat.

Pasal 5
TP PRK provinsi sebagainiana dirhaksud daian Pasal 2
ayat (2) terditi atas: | ‘
a " ketua dijabat isteri/ suami gubernur;
b. " sekretaris I dan sekretaris i;

ketua I bidang pembinaan karakter Kehta-ga;

O

d. ketua I bidang pendidikan dan peringkatan

ekonomi Keluarga;

e. ketua lll bidang penguatan ketahanan Keluarga;
£ ketua IV bidang kesehatan Keluarga dar lingkungan;
g.  bendahara;

h. kelompok kerja I, kelempok ‘k_érj'a If, keiempok kerja
1l kelompok kerja 1V; dan

i stafanli. |

K.elompok; kci‘ja sebagaimana dimaksud pade ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
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1) penghaya {an Liéﬁ‘fiéngarnalan Pancasla; dan
2) gotong royong. | o '
b, kelompol« kerja I sebagal pengeiola Umgam:
1) pendidikan dan keterampilan; dan
2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. kelompok kerja Il sebagai perigelo}a program:
1)  pangan;
2} sandang; dan
3) perumahan dan tata ],aksané rumar tangga.
d. ke hz)mpok kerja IV sebagai pepgelold prmram

1) " kesehatan;

1y

)
) keiestarian lingkungan hidup; dan
'3)

perencanaan schat.

Kelompok kerja Sebagaimaha dimaksud pada ayat (2]
terdiri atas

a. ketus;

b. wakil ketua;

C. Sekr.etaris; d.ﬁn

d. anggota

Susunan ka,pﬁngurusan TP PKK provinsi secbagaimana
dima kbud ‘pada ayat | 1) ditetapkan dengar keputusan
O"ubenur | o o
Keputusan gubernur sebagaimana dimaksizd pada ayat
{4) paling sedikit memuat rincian tugas furgsi TP PKK

provinsi.

Pasal 6
I‘P PI K deupaten /kota uﬁbagaumdna dimas aud dalam
Pasal 3 3 ayal (3} terdiri atas: |
a. ketua d}jabdt isteri/suami bupatl /uaL kota;
b, sekretaris; | '

ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;

e

d.  ketua I bidang pendidikan dar Teningkatan
ekonomi Keluarga,

e, ketua HI bidang penguatan ketahanar Keuar ga

. ketna 1V bidang ' keschatan Keinarga  den

Lingkungan;



(3)

g . benﬁahala
b kelompol«. kerja I, kelompok kerja I, kelcmmok kerja
i 1 kclpmpok_kel ja IV; dan
i stafahli. |
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola program. |
1}  penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2}  gotong royong.
b. kelompok kerja I sebagai pengelola prograim:
1)  pendidikan dan keterampilan; dan
2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. | kelompok kerja III sebagai pengeloia program:
i} pangan;
2)  sandang; dan
3) perumahan dan tata laksana ruma- tangea,
d. elompok kerja TV sebagai pengelola program:
1) kesehatan; B
2)  kelestarian 1ingk1_mgan‘ hidup; dan
3] perencanaan sehat.
KPlompok ker]a sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tPl‘dlll atas
a. k.etu;l,
0. wakil ketua;
¢. sekretaris; dan
d. anggota.
Susuhan 'kepengurusan TP PKK kabupatén /kota
;ebdgam rana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
&epu‘tusan bupati/wali kota ‘ "
k‘..ﬁpLit'leSD ‘bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat {(4) palmg sedikit memuat rincian tugss fungm TP

PKK kab upaten /kota.

Pasal 7
TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud <alam Pasal
2 ayat (4) terdiri atas:

a. ketua dijabat isteri/suami camat;



b. walkil .ketﬁa civija.béu;’" ister: / suarri sekretaris
Kecamatan | |
c.’ sekrét;;ris;
d. béndaﬁara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, gelormpok kerja
[T dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebageimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas: '
a.. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
1)' penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2) gt'jtong royong.
b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
1) pendldlkan dan keterampilan; dax

2) pengembangan kehidupan berkoperasi.

@]

" kelompok kerja Il sebagai pengelola program:
1) | p-angah;
2} sandang; dan

S) perumahan dan tata laksana ruma: tangga.

?.'.J

kelompok kerja IV sebagai pengelola prograin:

1j  keschatan; |

2).  kelestarian iingkun.garx hidup; dan

3) perencanéan sehat.

1el un‘pok kerja sebagaimana  dim aksud pada ayat (2]

terdin atas:

a. k_etualt;

L.  wakil ketua;

c, é@kretaﬂs; dan

d. anggota.

Susurna kepengurusan | TP PKK ¢i  Kecarmatan

sebdgnlm:—;na dimaksud pada ayat (1) ditetarkan dengan
epu‘“L. sar bupe‘u/ ali kota yang, d1tandate.ngani camat

atas nama. bupat/wali kota.

Kepqtlwan bupati/wali kota sebagairnana cimaksud pada

ayat (4] ) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP

PKK Keca‘natmz.



‘ I’a m] 3
™ PKK Deﬂd bebdgmmdna dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{95) Lerdm ams
a. ketua dljabat isteri / suami kepala Desa;
b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretar:s Desa;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. kelompok kerja 1. kelompok kerja II, zelomnok kerja
III dan kelompek kerja iV.
Kélompok kerja éebégaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf & terdiri atas:
a. kelompck kerja I sebagai pengelola program:
1) | penghayatan dan pengamalan Panczasila; dan
2} gotong royong.
b. kCIUII’]’\Oﬁ icerja Il sebagail pengelola progran::
1} pend1d1kan dan keterampllan; daz
2] pengembangan keﬁidupan berkopzrasi.
C. .kelo’m}.’sok kerja‘ IIT sebagai pengelola program:
1) pangan;
2)  sandang; dan
3) pé'ruinahan dan tata laksana ruma= tanggga.
d. kelompok kel‘_]d IV sebagai pengelola prograrm:
1) kes schatan; ’
%) kelestarian lingkungan hidup; da=
3) f\ﬂféhcanaan sei'iét. '
Iw*omook. ker]a sebagairnana dirﬁéiksﬁd pada ayat (2)
terdnl dtas

a. ke‘;f.ua;

b.  wakil ketua;
c. ‘%ekretari S; dan
d. &n ggfﬂ a.

Susunan ke pcnghrusan TP Pk}( 'I"Desa- sepagaimarna
dundkﬂlri pada dyat (1) ditetapkan dengsz keputusan
kt’*}" la ] AT Ba. o | .

Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (4) paling sedilit memuat rincian tugas fungsi TP

PKK Des&
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Pasal 9
’1‘D PKK Kelurahan sebdg imana dimaksud calam Pasal 3
ayat (6) terdm atas:
a. ketua dijabat isteri/suami lurah;
b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris
Kelurahan;
sekretaris;
d. bendahara; dan
e.  kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja
IIf dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengé}oia prég*:am:
1) péngkxaya1:an dan pengamalan Pancasila; dan
2} \gotor‘lg royong.
b. kuc,mook kerja II sebagai pengelola prograrn:
1) ' p(=r1d1d1kan dan kefcrampuan dan
2) pengembangan kehidupan berkoperzasi.
c. kelompok keria Il sebagai pehgeidla prograin:

1) bangan;

(Y]

) sandang; dan

R

3) perumahan dan tata laksana rumai: tanggga.
d. kelompok kerja IV beba\vm pengelola prograin:
| l) kf‘schdren
2} keiestarian lingkungan hidup; dan
3) pérencanaén Séhat. |
Kelombok kerja Sebagaimané diﬁléks.ﬁd ‘pada, a'yat {2)
terdiri ata é:
a. ketllé; '

b.  wzakil ketua;

o

sexretaris; dan

I

anggoia. _

Susunan kémengurusan P PKK di Kelurahan
se bag,m*zz)‘ma dimaksud pada ayat (1\ ditetarkan dengan
neplﬂi 1san bupati/ wall keta vang ditandates agani lurah

atas r;.ama ‘bupati/wali kota.



——
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S

——
—

i
b
|
H

Keputus m bupa1 i /wah 1- nt.i bebaga.lrrlana dirraksud pada
ayat {4 pdhng sedikit mt,muaf rirician tuges dan fungsi
TP PKK Ke.lurahan.

Pasal 10
Kepala.  Desa/iurah  bersama masyaraxat dalam
pelaksanaan Gerakan PKK membentuk keiompok PKK
sebagai 'gembaga kémasyarakatah Desa/Kelurahan sesuai
kondisi wﬂ'lyah masing-masing.
Ke lompok PKK sebagaimana pada ayat (1} p terZiri atas:
a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
b. kelompok PKK rukun warga; dan
c. kelompok PKK rukun tetangga.
Susuran kepengurusan kelompok PKI\. ':-;;:A:'b‘agaimana
mmakaud pada ayat (1) terdiri atas: a
o, ketua ’
b,  sekretaris;
. bemdéhara; dan
d. bldang sesuai kebutuhan.
Ke ppngumoan kelompok PKK ‘sebagaimanz cimaksud
pada ayat (3 d1tetapkan dengan Kbputusan gerc_la Desa
dan kepqtasan bupatl /wali Kota vang dl.:mc.atdngdn;

olc*h Ilr‘a h atas nama bupati/wali kota.

Pasal 11

Dalain 'fnemperc:epat pelaksanaan  Gerakanr PKK  di
masyarakat Lepala Desa/lurah membentuk kelompok
dd sawisma. vang terdiri atas 10 (%Ppuluh) nmch sesuai
Lnnduu Whayd‘f‘ masing- mas. mo

KeiompcA da sawisma scbhagaimana dimaksud pada ayat
(*) dlkoczfulmr oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari
kelompok yang bersangkl_ltan.

1{00 ‘dmatox seDagaimana d"nakuud pada 2 yat (2)
hermwgm 1 g jawab K€parla ke pada Lc'lomno‘{ PK h rukun
Narga/ rukun tetangga. ’

Koordinator ‘sebagaimana dimaksud p'ldz; avat  (3)

litetapkan  dengan  keputtisan kepala Desa dan



keputu.:.q’l bupaﬁ ] we :Jx kota yang ditandatangani oleh

lurali ataa nama bupali/ ‘W_ali kota.

Pasal 12

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petuniuk

teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 13
Ketua umum TP PKK ditetapkan oleh Menteri dan
dilantik oleh pelindung utama arau pelindung TP PKK.
Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oieh ketua

umum TP PKK dan dikukuhkan oleh gubernir.

?Ket ua TP PKK kabudeen/ kota dltetapkau dar. dilantik
‘olch ketua TP PKK provinsi dan dikukuhkan sleh bupati/

wali kota.

Ketua TP PKK Kecamatap ditetapkan dan <ilantik oleh
ketua T P PKK kabupat-ﬁn/ kota dan dlkuf'urxan olel
camat

Ketua TP PKK Desa/Kelurahar. ditetapkan dar dilantik
olsh ketua TP PKK Kecamatarn dan dikuicuh<an oleh

kepala Desa/lurah.

: Pasal 14

PenﬂuruQ TP PKK pusat ditetapkan dan :liiantik oleh
Meriterd. | | I |
Pcngurys TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oleh
"1b€1‘1" ur. '

”Pngurus' TP PKK kabﬁpateri/kota ditezapkan dan
dilantik oleh bupah /wali kota.

Pcng,uru:s TP PKK Kecametan ditetapkan <dan dilantik
oleh camsr. |

Pengurus TP PKK DPsa/KeIurahan ditezapkan dan
dildnU_k oich kepala Desa/lurak _
Pengm‘uq sebavm:nana' anak.sud Oddc ayal (1) sampei
;1éi1gé1;). ayat (5}, mc1updkan Warga Negara Indonesia
vang secara 1karela mampu dan peduh ter-adap upaya

umakan PKK,



L Pc sat 15
Dalam menve]eng,garakan Gerakan PKK secara nasional
didukung oleh ‘
a. pelmdung utama; dan
b. pelindung.
Pelindung Utame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu istri/suami Presiden atau vzng ditunjuk
oleh Presiden.
Peiindung sebagaimana difaaksud pada aver {1 buruf b
yaitu istri/ ¢ / suami Wakil Presiden atau yang ~icanjuk oleh
Wakil Presiden.

Pasal 16
Dalam pcnyclbnggaraaﬂ. program dan Legla::n TP PKK
pusat dan dderah ddpat chdukung oleh pe*laweha:t
Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupdkan seseorang yang pernah I‘lbﬂjc.bal oebagraL
ketua umum atau ketua TP PKK daerah.
Penasehat scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan ketua umum <an ketua TP
PKK daerah.
Pc,nasehat schagaimana dimaksud d&dd ayear (2') gimuat
dalam petumuk teknis mengenal pelahsanmﬂ erakan
PKK ‘

- Pasal 17
Délam ‘penyelenggaraan progam dan kegiazan TP PKK
pu%aL dan daerah difasilitasi oleh ketua pennina dan
axa pembina. .
n("tlid. pc*nbmd 'ip PKK pusat sebagmma&a d: mahsud
pada ayat (]) ycutu Menteri. ‘
Ketua pembina TP PKK daerah sebagaimans dimaksud
pada ayal {1) yaitu gubernur bupati/wali ssta. camat,
.ke-pa,la Dc::sa / 11_1rah sesual .&ewcnang.,dn.
Pdra pemhl na sebagalmﬂna dimaksud pada avat !

1) yaitu

1

ansur k_eruenterxan/len_;uaga, organisas: Perangkat



(3)

Daerzh dan ‘Kecamatan* pemennrdhdﬂ Desa; Kelurahan

serta badan p@r‘musyaw'a_.‘tem Desa/dewan Xelurahan.

Pasal 18

Masa Daktl ketua umum TP PKK, ketua TP KK provinsi,
dan ketua TP H\K kabupaten / kota, keraa TP PKK
Kecamatan, ketua TP PKK Desa/Kelurahen terhitung
sejak pelantikan sampai dengan Derak}““qi«a masa
jabatan Men‘téri, gubernur, bupéﬁ/ wali kotz, camat dan
Jirah/kepala Desa. o |
Masa  bakti | pengurus TP PKK pusat, provinsi,
kabupaten /kota, Kecamatan dan Kelurahen masing-
ma mg betama (11md) tahun terhhung) s€; ak pelantikan.

asa bakti pengurus TP PKK Dc“ se.ama S (ena_m)

tdhun terhztunc SC_]dk pelannkan

Pasal {9

Dalam hal ketva umum TP PKK dan ketua TP PKX daerah

tidak dapat melaksanakan tugas karena berhes.angan tetap

atau tdak tﬁtap br=medoman pada pe*‘umuk tekris mengenal

pel?\kaaﬂa'm G@ral«*dr PEK.

—
fun—y

(1)

Pasal 20
Ketua amunm TP PKX atau ketua TP PKX Caeranh wajib
membuat memori perianggung jawabsn pada alum‘ masa
Dkt | | -
*"u_i')mpn pf‘nyu sunan - rmemori ‘iiwertahg@ng jawaban
sebaga.lmana mmaksud pada a}}at {1 d";m'ualt ‘dalam
;fu;‘;iﬁﬁjuk teknis méﬁgénai pelaksanaan Gerakan PEI

Pasa]' 1

ES

Pf’ngfum TP PKh ous aL, pvovmw ka _-“Jpa,ten/ kota,
F\u,'*"ndtcm, Dess i an kelurahcm bcrhentl Karena;

a.” " meninggal duniz,

b. menhgune w.(kcm diri; déﬁ/ atau”

C. di’bé:rhentm.l«:an,



- 16 -

(2) Pengurus TP PKK pu {, provinsi, kabupaten/kota,
Keca; naian Desa «dah Kelurahan  dikerhentikan
sebagmmand dlmaksud pada ayat (1) hurui ¢, apabila:

a. berakhir masa kepengurusan;

b, tidalk dapat melaksanakan tugas selamz 3 (tiga)
bulan secara be';tu'ru* mrut  tanpa keterangan
apap‘t.%m'; dan

¢c. dinyatakan bersalah berdasarkarn: putusan

. pencfadﬂan yang telah mempexo leh kekiazan hukum

tetap karena melakukan tindalk 'p1dand

Pasal 22
Pergantiar. pengurus TP PKK pusat dan daerah berdasarkan
loyalites dan kapasitas serta memperimbangkan

keberian ¢u11L*ar1 10 ram dan kegiatan.
iy

Pasal 23

Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK olsh ketua

pembina dan ketua umum/ketua TP PKK sesuzi jenjangnya

melipu

a. I uw{ pembma TP PKX pusat delam  melaksanakan
tugdsnyd bertanggung jawab Kﬁpadﬂ Presmew,

b. lfei ua. umium TP PKK dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab lfepad.; Merntert;

C. ketua v PKK provinsi, da]am mP]dide.ua]iaI‘] tdgdonya

| ber r'“”wu ung deab k\,pd(‘ld Quberﬁur dan keraa -1 aam TP
PKK; |

d. Ketua TP PKK  kabupaten/ kOtd_ dalam n:elfm:-_.anaka n
tugasnya bertang gung ade kaada bupati/waii kota
Lm kt*tuu TP PI&A 13r0vm31

e. Xetus TF PKY hecamamn \laliﬂ’ﬂ melahsaﬁm&m ilgasnvc‘a
bc,rtang ung jawab ke I*ada camat dan xetua TP PKK
kabupatt,n/kc}ta Jan - | :

f. ketua FP PKR DL‘H, m‘lumhaq dalam rr_f—*lam.sa rakern
'tug'klﬂnya perianggung ;d‘:\/ctb wcpadd_ kepala Desa/lurah

\Lm ke A ’T‘P PVK Kcvdmatan



Hubungan: ké»‘”ia‘ TP PhK di semua Jenjang meliput:

a.

hubungan keria antar“T P PKK di semua jerang, bersifat
konsultatif dan koordinatif dengan tezap mernperhatikan
hubungan hirarkis;

hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah,
lemblaga kemasyarakatan vang memiliki kepedulian
terhadap FPKK, bersifat kemi‘i:i‘aan'

hubungan kerja antara TP PKK dengcm pemoine, bersifat
konsultatif dan’ koordmdt f;

hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurahan gengan
lembaga [kemasyarakatan Desa atau sebutan lain,
bersifat konéuitatif_, koordinatif dan kerjasarma; can
h’ubungari kerja antara. TP PKK dengan dunia usaha,

lembaga doner dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

| Pasai 25

Dalara melakt{kan hubungan kerja dan peiaksanaan 10

(s}epuluh) program pokok PKK, TP PKX mdahsandkan

keglatan antara iain:

a. rapqt ketja nablunal yang dladahan setiap S (lima)

: Lahun . o

b. rapat kerja_ nasional = Iuar  bissa  dapat
d.isélenggara.kan apabila dianggap perlu  untuk
mengadakan perubah:an hasil rakerras sebehlmhya
dan/atau atas petunjuk Mente'ﬂ; ' |

. répat ker‘ja' daera.h' provinsi dan kabﬁpa_ten/ kota

" diadakan ‘~‘6t1ap 5 (lima) tahun;

d. rapdt anyusunan strategi Ger ekan PKX diadakan
setldp 1 {satu) tahun;

e. forum mubyawarah naswna] dan

f. rdpat 1&1rtnyﬁ '

]V’ekumsmb pelakqanaan rapdt sebagaimara dimaksu d

pada eyaf {1) dimuat dalam p tunjuk tekmis mengenai

nelaksanaan Gerakan PKK,



AR : v
KELENGKAPAN hEmMBAGAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN: KFSEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 26
Dalam menyclenggarakan Gerakan PKK, TP FKK memiliki
atribut sebagai identitas dan legalitas kelemibagaan.
Idenfé.tas dan legalitas kelernbagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lambang;

b. duaja;

¢. vandel,

d. wimpel;

e 1.¢ricana;

f. ‘mar PKX;

g kop surat;

h. 'stempél;

i. papan nama;

j. baju seragem; dan
k. plakat».

Pasal 27

Identitas dan legalitas kelembagaan scbagaimara dimaksud

dalam Pasal 26 dimuat dalam petunjuk teknis mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK,

(2)

BAB YV
TUGAS DAN FUNGS]

Pasal 28

‘ 'bntul’ meuikm ©akan Gerakan .DI&K tim pengar:*ak PEK
’puscu dan daerah melthn tuga yaitu pendsiaan potensi

' I,\eluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta

masyarakal dan pengendalian terhadar 9 {sepuiuh)
program pokok FEE.
Untuk melaksanzakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) tim penggerak PKK pusat dan dﬂevan memiliki



-19-

flll’lgSl mehpufl

a. men hunpun menbt,erakkan dan membina potensi
ma,syara.};at mi‘mk_]’;;_«ferlaksananya 29 - {sepuluh)
program pokok PKK; |

b. merencanakar, melaksanakan, memantau,
mengevaluasi pelaksanaan 10 {sepuhznl program
pokok PKX sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

¢.  memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan
pclatihan  bimbingan teknis dan r.:«cmdamping'an
kepada TP 'PKK. secara bex qu1anc segaped’ fiengan
kei'ompok dasa wisma;

d. me]akukan %uper\'fisi advokasi dan pelaporar secara
berjen]an g tetkait program Ge“akan PKK; dan

£. mc'mmpung dan m(;nval :kan dspua ~as }al akat,

BAB VI
P RLNLANAAI\:

Pasal 26

Perencanaan Gerakan PKK dilakukan méléﬁ;i Z9 (szpuluby)

progiam pokok PKK yang berpedoman pada

a.
b.

rcn(‘an in juz( Gel ‘akan PKK: dan

stmtf, tal (‘er Kan PKK.

Pasal 30
Rencana induk Gerakan PKK  sebagaimanz dimaksud

-:ialam Pasal 29 huruf a4, mﬂ'upa'«car dokqmpn

Ueu,r CAnAAn uf*ralmn PKK berskala nasioval yang

‘men'u,lat:
a \;151 q‘an ﬁum :

b. ‘asas‘;

C. *l:'ujuar).;

d. sasaran; dan

e. | operasio relisasi L(.r (“€“p Iul") prograrr pekox PKK.
ﬁPff(‘;&ﬂﬂ mdu% dise sim 5 ‘le:l) tandn sekel dan aapat
xilTlIl_}uu kembali setiap tahun. N | |

1"P ni qjdacm ke‘nbah sebegaimana dimalksud pada ayat (2)



‘-'AD R

‘dilakt‘akarl‘m“elaiui f’wi*u,n’ taus ‘y&Wdl a‘l nasicnal dengan
mcmperbmban kan pc,n(‘apevan rencana keria tahunan
I—I&K

Pasal 31
(1) Rencana mduk dlsusun cleh Menteri berszama 4engan
TP PKK pusat fier’gcm melibatkan kernenterian/ lembag&
pemerintah nonkementerian dan pemerintak dacrah.
(2) Rencania Induk sebagaimana dim: altsud  pada  ayat

(1) ditetapkﬁén oleh Menteri.

Pasal 32
(13 Metode dan mekanisme penyusunan rencana induk

dﬂakukdn secara koordinatif dan pd”tlSlpr‘itI_,

A

(2} Nledl’l .STIG penyusur;vcm r_enCana Vindus  dilakukan
rﬁelahﬂ ‘rapaii .iéerjai nasional df:ﬁgj;a'n" bery F;domaﬂ pada
dokumen perencanaan vang telah dit;éfapkan pemeiintah.

(3) Rencana Induk yang “elah ditetapkan menjad: dasar

dalam penyusunan strategi Gerakan PKK.

Pdsal Su
Dokunien rencana 111duk %ebagaimana dlmaksq; da*dm Pasal
30 dmmac ctalam petunjlm tekms mengcna: pelaksanaan

yer ak 111 PKK

Pasal 34

(1) ,¢3fr;a“cé'gi. ' Gerakan  PKK merupékaﬁ perangkat
Perencandan dan pelaksanzan prograni; kegiutarl d,,,iam

l’IlPWLjUdkrﬂl visi dan misi Gerakan PKK.
(2} ) :;t"atee;l (:rera}am PKK eraga mana dlmak.“*d pada ayat
]) menlpakan dasar ppncapahm rencana induk Gerakan
:PP{J{ sf_izbagai mastkan dalam forum musyawarah
pﬁéfén(:&ﬂaan pembangunan nasionai, kabupaten/ is:of.a,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



——
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j‘. "‘)i? 35
utrategl Gercxkan PRK sebdgalmana dimaxsud dalam
Pasal 34 memuat: Seity
a. isu strategis yang menjadi skala proritas untuk
mempercepat pencapaian visi dan misi;
h.  rumusan proses dan metods pelaksarzan Gerakan
PKK; dan
C. perencanzar p_rugr:un Gerakan PKK.
Isu strategis s cbagalmapa dlmaksud pada avat {1) huruf
a me_rupakan ‘kondisi yang harus dipernatikan dan
dikedepankan dalam perencanaan untuk pencapaian
tﬁjuan peﬂyelenggaraan Gerakan PXK.
Rumusan prosé.s dan metode peiakéénaan’f—eralgan PKK
elaagziinia,iia dimaksud pada ajP t (1) hurad b nieim}pakan
langk.ah lar"gkah dan pendekatan dalc.ﬂ‘ _pela)ksanaan
Gerakan PKK.
Perencanaan program Gerakan PKK *ﬂeba&,almana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ merupdkdl Faatu proses
untuk ‘menentukan kebijakan dengan melibatkan mitra

kerja TP PXK.

Pasal 36

Metode da’nl ‘mekanisme penyﬁsunanj,Strategi Gerakan
PKK ' di],ai{u'}:an secara koordinatif, irtergratif dan
partisipatif. o | |

Strategi Gerakan PKK pusat disusun‘ Qleh Menter: yang
dllﬂ‘npdhl’d“ kepadé Direktur Jenderal  Bina
Pernerintahan Desa bersama TP PKK pusat dengan

melibatkan kKemerniterian f’lembaga nemerintah
nenkenmenterian terkait sesuai t'i,lgdo dan furgsinya.

‘ egl Cwemkan PKE brovmm da lkaziupaten/kota
'fiisi_is,in \J}ﬁ 1 oubemur cian bupati/ wali koa ° ~érsama TP
PKK provinsi dan kabupaten/kota dengan mehbatkan
Pe’i"éngk?{ Dacrah yane mcmbxdamgx perﬁnbanadn
pf'rpbsnuml an daerah dan Pérangkat Taerah  terkait
Sf’ suai ]{f:' ’cl1angannya' . a

&nmteg Gerakdn PI\K Kecamatan cilsus Vol qleh camat




bersama ;TP PKK Ke’c;“.ajj‘.{-mp dengan rmeibatkan unit

pelaksana : teknis daerah, dan pemdngku kepentingan

terkait, _
Stfatégi\"(“}efakan PKK Desa disusun oleh zepala Desa
bersama TP PKK Desa dengan melibatka perangkat
I}esa;_. badan permusyawaratan Desaz, lembaga
kerrasyarakatan ‘}‘Desa, lembaga swadaya masyarakat,
tokoh masyaralfax dan permangku kepentingar: ferkait.

Str ategi Gerakan PKK Kelumh_a_;l disusun oleh lurah
bc":rsaxhéx TP- PKK Kelurahan melibatkax: peréf;gkjat
Kélulj'ahan, 1embaga swadaya maqyarﬂlfat tokoh
masyarakat da_n pmnangku kepentmgan terkars,
Mekanisme peny‘usunan Strategi L’ erdkan  PKK
sebagmmara dimaksud pada dyat O sampai dengan ayat
(6) dapat dﬂakukan melalui raoat kerjd tar;ur;aﬁ

Pasal 37

Strategi Gerzkan PKK sebagaimana dimaksud daizm Pasal 36

ditetapkan oich Menteri, gubernur, bupati/weli xota, camat,

dan kcpa]a Dbbd/ lurah sesuai dengaﬂ Kewer 1angannya,

Pasal :38 |

Strategi  Gerakan PKK  dimuat  dalam petunjuz teknis

mengenai pelaksanaarn Gerakan PEK.

(1)

BAB VIl
PELAKSANAAN

) Pasal 3%
Geraizan PKE dilakukan ﬁf‘lalm 10 (<€p11Llj_h) program
pokﬁk PIU\ }dﬂ;’ mehpufl A
a. pc—ndba mtau dan perwamdlan Parncasile
. gotorg royong; |
. pangan,
d. sandang;
e, pervimahean dan tata laksana rumah tangga

f pendidikan dan keterampilan;

[P




g. »he ehdtan ‘ e

h. pengembangan keb 1d1.pan berkoperam
L. kelestdrlan hnghungan hldup, dan

3 perencanaan senat. ‘

{2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pckok PKK
keémenterian dan lernbaga pemerintah norksmenterian
memberikan dukungan dan berperan secars aktif sesuai
dengan tLigas dan fangsinya dengan ':Jefkoordinasi

dengan Menteri.

Pasal 40
Program penghayatan dan pengamalarn Pancasila
sebagairmana dimaksud dalam Pasal ?9 dy t (2) huruf a
dilaksanakar paling sedikit dengdn cara: - |
a. pétmbin:iah karakter Keiuarga melalui pola ésuh anak

déri remaja dengan penuh cinta dan kasit savang dalaro

Ke“ius;rga;
b.  pembinaan Keluarga sadar hukum;
C. pembinaan kesadaran bela negara;
d. pembinaain pencegahan pényalahlagunaan narzoba;
e. pe'rn‘r;ihaan. penéegahan kekerasan dalam ruinan tangga;
f. pefnbihéan pencegahan'perdagangan manusia; can

ppm inaain  pencegahan kekerasan seksual terhadap
anak. '

Pasal 41
Program gotong royong seh ragaimana dimaksud <alam Pa:al
39 ayat {1 huruf b dilaksanakan paling Sedlklt de*’lgar cara:
a. inénumbui:zkan sikap kesetiakawanan sosial;
b. munbc*rdayah ¥ -keiompdk ianj ut us
C. part1 sipasi dalam Legldtan bakti Q(Jf}]al di msxmaraka‘:‘.;
dan

d.  berpartisipasi calam program pembangunan.

Pasal 42
Program "xang:,an senaga mana dlmaksud ddlaIT Pzsal 39 ayat

(1) huruf ¢ adah sanaicEn pqlm lm clengan CATA;

.
i N b



a. ,menwerakan Keh arga 41:1“11 pemenuh&:‘: kezoutuuhar
pzmcran meh a1 he laman asri tm‘atl, r indah dan nyaman;

b. menggermum . I\eiu arga dalam srcepatan
keanekaragaman konsurnsi pangan;

c. menggeraken Keluarga mengkonsumsi makanan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan

d. mendukung dan berperan serta dalam  kegiaten

- penyedizan makanan tambahan.

Pasal 43
Progfam’ s’andéng sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 29 ayat
(1) huruf d dilaksanakan paling sed:kit dengan cara:
a. membudayakan périlaku berbusana sesuai zaoras budaya
Indonesia; 4 | '
b. :r'rieﬁ&syarékatkan pakaiaii adat péd'a acara tertentu; dan
c. pengembangan pbla' 'penda‘mpingan kepada usahna

sandang kccu mikro.

Pasal 44
Program perumahan dan tata laks sana ruj:-ial; tangga

sebap‘a'i';‘nan'a dimaksud dalam Pasal 29 ayat {1) huruf e

a. memd syar al: atkan pennnfaatan sumberda}a energi dan
tmmoiogl tepat Funa;
b. pembu’man rumah sehat lavak huni; dan

meningkatkan pengetaliuan dan keterampilen tentang

e

tatala sana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan

Ke:l"l,larga .

Paﬁo_i; 45
Progfmn "pﬂb cidikan dan ketemmpnar‘ 'aebagalmanl dimaksud
dalam Paqcﬂ 30 ay.at (1 j huruf {d: idk‘;anakan ralirg sedikit
den fvm Ld”él
a. pembum m KPiL-.aer tentang Wajibv belajar (ﬁ:a belas
yahqn: o S |
b. 3rxlex1ggerakan Keluarga calam peningkatan «eterarnpilan

dan pendidikan;




&
© U

C. memiabmta ' Uemuol(  1 kapa utds tatcr ke]om‘pok
ue‘ajar pakct A paket B ~dan paket C melaii keqasama
dengan mstanqz temaut dan

d. menmgkatkan kapas1tas pelatih dan kader PK¥ dengan

menggunakan modul pelatihan PKK.

Pasal 46
Program kesehatan sebagaimana dimaksud detamn Pasal 39
ayat (1) varuf g g dilaksanakan paling sedikit dengzr: cara:
a. fnenggerak'an Keluarga dalam perilaku hidup ber rsili dan
sehat; ‘
b. pembinaan peran serta 'métsyarak"" calarm upaya
pbnurmmr» ’mg,ka kematian ibu, bayl dan bHalm,

c.  per nbm aan Keluarga yvang sadar gizi;

d. mendukung program pencegahan dan dcfek:.u dini kanker
pada pcremﬂhcm dan
e. meb1.1aa11 Krmardga dalam pelaksanaan imurisasi da

p'en_cegahan penvakit menular maupun ticak menular

serta asuhan reandiri dalam Keluarga.

Pasal 47

Prograh:”perigémbangan kehidupan befi{opet‘asi sebagaimana

dimeXsud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h Zilaksanakan

paimgf sed kit dengan cara:

a. In no*:-*erakqn Keluarga daldm pptnng}a&.an kualitas
pungeinlaan ekunofm Keluarge © melau qsah'i.
peninglatan pf’ndapatan KPluaxg 25

b. pcmbmaan Keluarga dalam, pelaksanaan dan
pengcmbangan xelompok usaha peningkatan pendapatan
Keluarga PKK; - "

c. er*nd\;ron‘u pemLemuL i koperasi oleh ke OTID0K khus&

“USc)hd m flmgkdta pendapatan }\elqargu l-’KTw dar
d. nic ngb mgkar kreatifitas melalui usan_a TiiKro k::ci}

dan r.‘aen‘:ugah berbasis L»"knt,lom lnfc)rmas



T

Pusai 48

Pr ogr&m kelesmrlan lmgkungan hldup sebagainara dimaksud

dalam Pasa1,39 a}‘at (1) huruf i dilaksanakan raling sedikit

dengan cara: |

a. peinbinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga
lingk:ﬁngan bersih dan sehat; dan

. melestarikan Iingkungan hidup.

Pasal 49
Program perencanaan sehat sebagairﬂana' dirnaksud da.lam
Pasal 32 ayat (1) huruf j dilaksanakan paling secikit dengan
cara:
a. peihbinza,an Keluarga 'déﬂam menixig’k%kem Ké:iuarga
berencana menuju Keluarga bt,rkuc_lltas, can
b. melakukan perencanaan keuangan vang btak ~uantuk

kehidupan Keluarga sehat.

Pasal 50
Pelaksanaan 10 (sepuluh) program "pokok ?K¥  dapat

dintegrasikan pada pos pelavanan terpadu.

BAB VIII
PEMBINAAN, P& MAN PAUAN, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pemnbinaan

Pasal 51
(1} Menteri melakukan pembinaan umure  terhadap

pelai Ksanaan (rerakan PKK meliputi:

a. pe;nbc’rlan L')c“domaﬂ dan pdﬂddan
b,  penyusunan modul pf*latih an/bimbingar texknis;
c. peningkatan kap 5 TP PKK;

d.  pemberian p&nghafgaa_n; dan
€.  penyusunan strategi pencapaian kineriza,
2) PPmbmaan umum sebagaimana dimaksiuc pada avat (1)

dlliu._.ane «'a“l oieh Men‘ten melaluii Direkto~ Jenderai



- .
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Bina Pemerintahan Desa Hersam'a TP PKK jpusar dan

dapat melibatkan kemeﬁterian/-iembaga terkait iainnya.

~ Pasal 52

Gubernur, bupati/wali kota, melakukar pembinaan

terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di dzerarn me_iputi:

a. penguatan kapasitas = kelembagaar: reialul
pelatihan, konsultasi, 'advcbkasi, fasilizasi  dan
‘koordinasi ; o

b.  pemberian pen ghai'gaan; dan

C. penyusunan strategi pencapaian kirnerja

Pemkinaan sebagaimana dimaksud pacs ayatr (1)

dilaksanakan oleh organisasi Pefangkéi Daerah ‘ya.ng

m'e"mbidangi‘ pemerintal:lan Desa dan  Pembe ""Vacm

Masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 53

Camat bersama TP PKK mdakukan pembinsan terhadap

pelah&anaan Gerakan PKK meliputi:’

a.

penguaian  kapasitas Kelembdgqan melalui pelatihan,
konsulta.:,l advokasi, fasilitasi dan :{OOI‘dL-ElS'_,
pembenan penghergaan dan '

gelaksanmau trat\,g1 pencapaitan kinerja.

Pasal 54

{épala Desa dan lurah bersama TP PEK. mendukung
pérhbina:aiﬁ Gérakén PKK.
Pembinaan Gerakan PKK sebaoalmana dlli':.a,h.. ud pada
ayat (1) mel: puti: |
a. peugua’rcm kafiasitas kelembaga;*‘ melahai

o pe’duhfm konsuliasi, advoka& fasilitast  dan

koordinasi; ‘

b. pﬁm‘oanaﬂ o@nghargaan, dan
e "'p°mk anaan strategi pf,nr*apaun kineria.
Dalam mela Iesanakan pembinaan sebagaimena dmaksud
pada ayat (1}, kepala Desa dan Turah nerkcordinasi

déngean camat.



(2)

BagianKedua

© Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 55
Menrteri, gubernur, bupati/wali kete, camat, kepala
Desa/luran melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK _
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang
paling sedikit 1 {satu) kali dalam satu tahur.
Pementauan dan evaluasi peléksa;naan pembinaan
Gerakan  PKK  dilakukan  sebelum:  diadakannya
penyusunan program atau kegiatan tanurn berkuinva.
Evaluasi pelaksanaan pembinaan uera.‘?ar PKEK ddpdt
melibatkan perguruan tingegi dan }embdga lainnva.,
Hasa] evaluasi pelaksanaan pembmaar Geralkan PKK
menjadl bahan masukan dalam penyu.‘:unan prograrn
dan kega‘taa tahun mepdatang

Pasal 56
Pelaksasaan pemantauaﬁ daﬁ E‘leUd‘,‘ sebagalmana
dimaxsud dalam Pasal 55 ayat (1) dzlaksanakan olel tim
vang dibentuk ioleh ketua pembina "I"P ‘PKK pusat dan
dé.erah. |
Péiakéanaa.n pemantavan dan  evaluasi Sf_:bagaimana
dirﬁaksud pada ay'at (1) menggunakan instrumen PKK
yang dimuat dalam petunjuk teknis mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB IX
PELAPGRAN

Pasal 57
Menteri mu—nydmpaman laporan' pcfia’ksanaa;n pembinaan
bjerakan PKK kepada Fresiden 1 (satu) kali dalam 1 {satu)
tahun. - 4 o

1

Kepala Desa/lurah, camat, bupati/wali kora, gubernur

1

sesual dengzm kewenangannya menyvampaikar laporan
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p@lak%anaeih Gérakaﬂf}?}‘{?’[i secara berjenjang kepada
Menteri -setiaw 6 (enam) bulan atau - sewalktu-waktu jika

di pCl lukcm

Pasal 58

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<7 memuat: |

a. pendahuluan;

b. pelaksﬁnaan program dan-'kégia'tah'

C. instansi/ lembaga yvang terlibat dalam »eizksanaan
progfam dan kegiatan,

d. jumlah dan sasaran kegiatan;

€. penggunaan angcraran’ vang bersumber  dari
ang g:aron pendapatan dan bPlanJa negaca anggarﬁm
pendapatan dan  belanja  daeralk, aanggaran
ioendapa‘tan dan belanja Desa atau sumrser lzin;

£, per’mas':aiahan yang dihadapi;

g. Jpay,a j’ang akan dili'akukjan; dan

h. ;Senuhip. '

Instansi/lémbé.gé sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf (c) melaporkan p(‘la{sanaar\ Legmtcn Gerskan PKK

lfepada ketua ppmbma TP PKK sesuai d n%Q an ngkatdn

Pasal 59

-Delapér'm pelaksandan | program den kegiatan
eragarnana dimaksud dalam Pasal 58 avat (1} huruf b
dilakuka. 1 rﬂelalui SIM PKK.

Laporan sebagalmana dirnaksud pada ayar (1. menjadi
bahan pemantanan da‘q “Vanlasi pelaksaraan Gerakmx
PKK e sing- masmg tingkatan. ' '

SIM - PKK  sebagaimana dimaksud paca avat (1
éikoordinwdkan meldlu, Direktorat Jendera! Bina

Pemgrm tul"ﬁ“t Desa bersama TP PKK pusa:.

Pasail 60

Mek a"ns'ne ppldpnran yang mnermuat peuyele'}gs( a1 Gerakan

PKX scbagalmana dimaksud dalam Pasal :>8 can S°M PKK
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sebagaimana ~dimaksud dalam Pasal 59 dimuat dalam

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKKE.

(1)

(2)

"BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuiith) program
pokox PKK melalui- Gerakan PKK dapa: *ned:)atkan
partisipasi masyarakat, ]Pmbaga kemabyx:ﬂ‘xatan dan
lembaga lainnya.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimeksud pada ayat
(1) mulai tahap péfehcanaan, - peiaksznaan dan
pt,;nnokdtan kapasitas sumber daya manusiz.

gvat {1) paling

Masyarakat sebagaimana dirraisud pada ia
mdﬂut mehpu& '

a. iokoh adat;

b. tokoh mésyarakat;

tokoh agama;

<

¢. tokoh pendldlkan dan
é&.  kelompok masyarakat dan kelompuk masyarakét
" Jain sesuai dengan kondisi sosial bildayei.

Lér{nlﬁaga Kemasyarakatan sebagaimana di::aksué pada
ayat i1) ﬁleliputﬁ.: |
a. rukun tetangga;
b. rukun warga;
c karang taruna;
d. pos pelayaria*l térpadljl' dan
e lembaga pemberdayaan masyarakat

,embaga ldnmya sebaualmqnd. d1ma}f<34C cada avat (1)
*’nf-‘il patl o | |

a.  lemi naga pengkajian;

L. lcmbaga denor dalan: dan luar negeri; dan

c.  lembaga profesi.
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B&E XI
PENDANAAN

-~ Pasal 62
Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Geraxan PKK
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daereh provirsi, anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran
pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain sumber

pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAR XII
KETENTUAN PENUTUP

Péts;il 63
Pada séia't Peraturan Menteri ini muldi :‘ bérlalgu, Zeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ‘Tahun 2C13 tentang
Pembefdayaan Masjzarak?at Melatui Gerakan Peraberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Repurik Indonesia
Tahun ’2013 Nomor 60, dicabut dan dinyatakan tidak

berialku.

Pasal 64 _
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal

diundé_ngkan. -
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Agar setiap  orang  mengetahuinya, memmerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pensmpatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakaira

pada tanggal 19 Me: 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD. TITO KARNAVIAN

Diundangkan <i Jakarta

pada tanggal & Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 580

Salinar sesuai dengan a%lmya

;Zlft?jsala Biro Hukum
‘»‘:\

BO0818 199603 1001



